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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau 

Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga”. Rumusan masalah yang ditentukan berupa: (1) 

Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dikategorikan perkosaan dalam 

perkawinan (marital rape) yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan  (2) Bagaimana  kebijakan 

hukum pidana yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai perkosaan dalam perkawinan (marital 

rape). Penelitian ini bersifat Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kerangka teori yang digunakan 

adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Maqashid 

Al-Syari’ah. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dapat dilakukan oleh individu 

yang tidak terikat dalam perkawinan, Komnas Perempuan mencatat puluhan kasus 

perkosaan dalam perkawinan di tahun 2020. Jumlah ini tidak mencerminkan kasus 

nyata yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya dikarenakan korban tidak tahu 

bahwa dirinya telah mengalami marital rape dan juga tidak berani serta tidak tahu 

bagaimana melaporkan hal yang dialaminya.  Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bentuk-bentuk hubungan seksual yang termasuk perkosaan dalam 

perkawinan, yaitu: (1) Hubungan seksual yang dilakukan saat istri tidak siap 

secara fisik maupun psikis, (2) Hubungan seksual yang mengakibatkan istri 

mengalami luka ringan ataupun luka berat. Dengan bentuk kekerasan seksual 

yang semakin variatif, diperlukannya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur secara jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang ada agar 

dapat dipidanakan. 

Kata Kunci: Kekerasan, Perkosaan, Perkawinan, Marital Rape, Gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) adalah suatu tindak kekerasan 

atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami/istri kepada pasangannya yang terikat 

dalam perkawinan untuk melaksanakan aktivitas seksual tanpa 

mempertimbangkan kondisi pasangan.  “Rapere” merupakan bahasa latin yang 

artinya memaksa, mencuri, merampas, atau membawa pergi menjadi asal mula 

kata perkosaan.
1
  Dan nyatanya perkosaan terhadap perempuan bukan hanya dapat 

dilakukan oleh orang lain, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang telah 

terikat dalam perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan ini lebih seringnya 

dilakukan oleh suami terhadap istrinya, menjadi suatu “rahasia perkawinan” 

menyebabkan sulitnya akses ke peradilan sebab cenderung merupakan area privat. 

Penerimaan kejahatan perkosaan dalam perkawinan ini diawali dengan asumsi 

bahwa wanita harus memenuhi “rights to sex” suami karena kehadiran contract of 

marriage, dan anggapan istri merupakan “property” kepunyaaan suami.  Serta 

anggapan suami yang memperbolehkan memukul istri termasuk bila ia menolak 

diajak bersenggama serta karena terjadi dalam suatu lembaga yang sah, yaitu 

perkawinan. Melakukan hubungan suami istri yang dipaksakan secara nyata 

mencederai hak istri, dan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau paksaan 

sama saja dengan penindasan. 

                                                 
1
 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap 

Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97 



2 

 

 

Kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat lahir dari pemikiran yang 

membenarkan praktik penindasan dari satu orang atau kelompok terhadap yang 

lain. Penindasan yang terjadi di lingkungan sekitar disepelekan karena terjadi oleh 

orang lain didukung pula dengan dinamika sosial politik yang berakar di tatanan 

yang hierarkis, submisif, serta membenarkan kekerasan menjadi usaha mekanisme 

kontrol.
2
 

Sampai saat ini, apabila kekerasan masih digunakan sebagai sarana kontrol 

melegitimasi kekuasaan, juga selama konsep patriarki diimami menjadi suatu hal 

biasa, maka selama itu pula kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut. 

Terlebih lagi, walaupun para perempuan telah menjadi korban  dan objek 

kekerasan, perempuan juga masih dipojokkan sebagai pihak yang mesti 

bertanggungjawab terhadap apa yang dialaminya. 

Secara viktimologis korban marital rape terlibat langsung dalam 

terjadinya kekerasan seksual, keikutsertaan korban dalam hal ini misalnya karena 

menolak diajak bersenggama memicu pasangannya untuk melakukan pemaksaan 

hingga kekerasan terhadap dirinya. Posisi demikian ini biasanya membuat para 

korban kesulitan untuk melaporkan tindakan suaminya, sehingga ia hanya 

mendiamkannya atau bahkan sampai menuruti kehendak suami dalam kondisi 

apapun. Konsekuensinya para istri yang mengalami ini akan terus menanggung 

                                                 
 
2
 Siti Ruhaini Dzuhayatin. Marital Rape: Suatu Keniscayaan?. Dalam S. Edi Santosa 

(ed.). Islam dan Konstruksi Seksualitas. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford 

Foundation, dan Pustaka Pelajar.2002). hlm. 118-119. 
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beban psikis dan fisik.
3
  Sehingga penting dilakukan pemberdayaan secara massif 

terhadap kaum perempuan dengan memberi mereka pengetahuan dan penyadaran 

akan hak-haknya sebagai manusia dan sebagai istri.
4
 

Gambar 1  

Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP (n=6.480) CATAHU 2021 

 

Menurut Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan, sepanjang tahun 

2020 total kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 299.911 kasus.
5
 Ini 

menunjukkan tingginya angka kekerasan yang dialami para perempuan. Dari total 

kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut, 1.983 kasus merupakan kekerasan 

seksual di ranah KDRT atau relasi Personal. Lalu diantara kasus kekerasan 

seksual dalam ranah personal atau privat tersebut, 57 kasus diantaranya 

merupakan perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang mengalami 

                                                 
3
 Muyassarotussolichah, Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis. Dalam 

Mochamad Sodik (ed.). Telaah Ulang Wacana Seksualitas. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan 

Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004). Hlm 364. 
4
 Milda Marlia, Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri.Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren. 2007. hlm 71. 
5
 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: 

Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan 

Di Tengah Covid-19 (Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2021. Hlm 1 

EKONOMI  
10% 

FISIK  
31% 

SEKSUAL  
30% 

PSIKIS  
28% 
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penurunan dibandingkan tahun lalu sebanyak 100 kasus.
6
 Artinya terdapat 

penurunan sebesar 57%. Penurunan kasus ini bisa dikarenakan pandemi Covid-19 

yang sedang terjadi, dimana korban di lingkungan keluarga sulit untuk melapor 

karena kebijakan social distancing berskala besar yang mengharuskan korban dan 

pelaku untuk tinggal di rumah, dan juga sulit untuk mengajukan pengaduan dan 

mengakses layanan. Sehingga pengaduan kasus tidak mencerminkan kasus nyata 

yang terjadi didalam masyarakat. Pola ini sama seperti pola tahun lalu. Kekerasan 

seksual adalah yang paling sering dilaporkan kedua sehingga menunjukkan bahwa 

hubungan keluarga dan relasi pribadi masih bukan tempat yang aman bagi 

perempuan. 

Gambar 2 

 Kasus Marital Rape 5 Tahun Terakhir Catatan Komnas Perempuan 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus 

melindungi alat reproduksi perempuan dalam perkawinan, melihat Pasal 285 

                                                 
6
 Ibid. Hlm 2. 
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KUHP memiliki unsur “di luar perkawinan”. Dalam perkembangannya, muncul 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengklasifikasikan perkosaan dalam 

perkawinan termasuk sebagai tindak pidana yang kemudian menimbulkan pro dan 

kontra. Banyak pihak termasuk  mahasiswa yang menentang dengan anggapan hal 

ini bukanlah kejahatan karena hubungan seks suami istri memang harus 

dilakukan. Padahal kekerasan apapun bentuknya dan kepada siapa pun dilakukan, 

hal tersebut tetaplah kejahatan dan memerlukan intervensi negara melalui 

legislator untuk melindungi hak setiap orang terkhusus perempuan agar tidak terus 

dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Sejatinya aturan mengenai sanksi 

pelaku perkosaan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 

Pasal 46.  

Sebalgali negalral yalng malyoritals penduduknyal beralgalmal Islalm, tentunyal 

perilalku malsyalralkalt kital halrus dilalndalsi oleh nilali-nilali aljalraln algalmal Islalm 

yalng bersumber paldal All-Quraln daln haldis Nalbi Muhalmmald SAlW. Islalm paldal 

dalsalrnyal mengalnut kesetalralaln, palrtnership (kerjalsalmal) daln kealdilaln dallalm hall 

hubungaln seksuall alntalral lalki-lalki daln perempualn.
7
  

 لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَس  لَّهُنَّ  هُنَّ لِباَس  

“Merekal (istri-istrimu) aldallalh palkalialn balgi kallialn (palral sualmi) 

daln kallialn aldallalh palkalialn balgi merekal”.
8
 

                                                 
7
 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi. Hlm 59. 

8
 Departemen Agama RI: Quran Kemenag (Q.S. Al-Baqarah (2):187). 
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Palkalialn merupalkaln simbol kebutuhaln dalsalr (balseic need) lalki-lalki daln 

perempualn. Kebutuhaln yalng dimalksud disini aldallalh kebutuhaln alkaln 

ketentralmaln, kedalmalialn, daln ketenalngaln. Dallalm diri lalki-lalki aldal ketentralmaln 

balgi perempualn, begitupun seballiknyal, didallalm diri perempualn aldal kedalmalialn 

balgi lalki-lalki.
9
  

Islalm secalral konsepsi telalh mengaltur keseimbalngaln halk daln kewaljibaln 

alntalral sualmi daln istri. 

  وَلَهُنَّ مِثلُْ الَّذِيْ عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِِۖ 

ُ عَزِيْز  حَكِيْم   جَالِ عَلَيْهِنَّ درََجَة  ۗ وَاللّٰه  وَلِلر ِ

“...daln merekal (palral perempualn) mempunyali halk seimbalng 

dengaln kewaljibalnnyal menurut calral yalng paltut (mal’ruf). Tetalpi 

palral sualmi mempunyali kelebihaln di altals merekal. Alllalh Malhal 

Perkalsal, Malhal Bijalksalnal.”
10

 

Kesetalralaln perkalwinaln merupalkaln halk dallalm lingkup mu'alsyalralh bil 

mal'ruf. Alrtinyal, hubungaln seksuall alntalral sualmi daln istri didalsalrkaln paldal prinsip 

memberi daln menerimal, salling mencintali daln meralwalt. tidalk salling menyalkiti 

                                                 
9
 Milda Marlia, Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri.Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren. 2007. hlm 55. 
10

 Departemen Agama RI: Quran Kemenag (Q.S. Al-Baqarah (2):228). 
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daln jalngaln salling membenci, daln jalngaln pulal mengalbalikaln halk daln 

kewaljibalnnyal saltu salmal lalin.
11

 

Mu’alsyalralh beralsall dalri kaltal usyralh yalng beralrti kelualrgal altalu temaln 

dekalt. Dallalm balhalsal Alralb dibualt sesuali sighalh musyalralkalh balinal all-itsnalini, 

yalng alrtinyal kebersalmalaln alntalral dual pihalk, dalri sini oralng talk jalralng 

mengalrtikaln mu’alsyalroh dengaln bergalul altalu pergalulaln kalrenal di dallalmnyal 

mengalndung kebersalmalaln daln kebertemalnaln.
12

 Mu’alsyalroh jugal dalpalt 

dipalhalmi sebalgali kesallingaln alntalral sualmi daln istri yalng disebut dengaln 

musyalrokalh balinal all-itsnalin, sehinggal dallalm prosesnyal perkalwinaln halrus 

seimbalng alntalral sualmi daln istri. 

Sedalngkaln mal’ruf  beralwall dalri kaltal ‘urf yalng alrtinyal aldalt, kebialsalaln 

altalu budalyal.
13

 All-Quraln menjelalskaln balhwal relalsi alntalral sualmi daln istri itu bilal 

dikalitkaln dengaln polal hubungaln mu’alsyalroh berrlalndalskaln alsals kemitralaln, 

yalng eksistensi kedualnyal salling melengkalpi, di malnalpun daln dallalm kealdalaln 

alpalpun prinsip kealdilaln halrus selallu ditegalkkaln. Hubungaln alntalral sualmi daln 

istri bukaln halnyal terbaltals paldal hubungaln seksuall, tetalpi jugal interalksi yalng 

penuh dengaln kedewalsalaln. Alrtinyal dewalsal dallalm sikalp terhaldalp palsalngaln, 

kelualrgal daln alnalk-alnalk.
14

 

                                                 
11

 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 112. 
12

 Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. 

LKiS, 2012 . Hlm 144 
13

 Ibid. Hlm 144 
14

 Bilmaruf Mu’asyaroh. Mu’asyaroh Bil Ma’ruf Antara Suami Istri Dan Bimbingan 

Konseling Keluarga Islam. 2014. Hlm 23. Diakses melalui 

https://eprints.walisongo.ac.id/3467/3/101111058_Bab2.pdf , pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 

10.00 Wib. 

https://eprints.walisongo.ac.id/3467/3/101111058_Bab2.pdf
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“Wal‟alsyiruhunnal bi all mal’ruf” (daln bergalullalh dengaln merekal “kalum 

perempualn” dengaln calral yalng mal’ruf) merupalkaln pesaln All-Quraln yalng selallu 

disalmpalikaln oleh Nalbi Muhalmmald SAlW. Calral-calral yalng balik sesuali dengaln 

budalyal daln berperilalku balik kepaldal sesalmal malnusial aldallalh malksud dalri calral-

calral mal’ruf itu sendiri daln talk lalin merupalkaln tindalkaln yalng diperintalhkaln oleh 

Alllalh daln Ralsulullalh.
15

 

Quralish Shihalb memberi pemalknalaln mu’alsyalrih bil mal’ruf alntalral sualmi 

istri sebalgali kerjalsalmal untuk menjallalni kehidupaln kelualrgal berdalsalrkaln almall 

mal/ruf nalhi mungkalr 
16

, seperti yalng terteral dallalm Suralh Alt-Talubalh, alyalt 71: 

تُ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُٓ بعَْضٍ ۚ يأَمُْرُ  ونَ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ وَٱلْمُؤْمِنََٰ

ةَ وَيؤُْتوُنَ  لَوَٰ بٱِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّ

 َ ُ ۗ إنَِّ ٱللََّّ ئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ ٱللََّّ
ٓ َ وَرَسُولهَُٓۥ ۚ أوُ۟لََٰ ةَ وَيطُِيعوُنَ ٱللََّّ كَوَٰ ٱلزَّ

 عَزِيز  حَكِيم  

“Daln oralng-oralng yalng berimaln, lelalki daln perempualn, sebalhalgialn 

merekal (aldallalh) menjaldi penolong balgi sebalhalgialn yalng lalin. Merekal 

menyuruh (mengerjalkaln) yalng mal’ruf, mencegalh dalri yalng munkalr, 

mendirikaln shallalt, menunalikaln zalkalt daln merekal talalt paldal Alllalh daln 

                                                 
15

 M. Winario. Standarisasi Majar Perspektif Maqasid Syariah. 2020. Disertasi. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses melalui http://repository.uin-

suska.ac.id/29888/1/DISERTASI%20MOHD.%20WINARIO%20OOOK%203.pdf pada tanggal 

17 Januari 2022 pukul 02.15 WIB. 
16

 Mu’asyaroh, Op.Cit., hlm 25-26. 

http://repository.uin-suska.ac.id/29888/1/DISERTASI%20MOHD.%20WINARIO%20OOOK%203.pdf
http://repository.uin-suska.ac.id/29888/1/DISERTASI%20MOHD.%20WINARIO%20OOOK%203.pdf
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Ralsul-Nyal. Merekal itu alkaln diberi ralhmalt oleh Alllalh; sesungguhnyal 

Alllalh Malhal Perkalsal lalgi Malhal Bijalksalnal.”
17

 

Nalmun paldal kenyaltalalnnyal yalng terjaldi di malsyalralkalt dikalrenalkaln 

aldalnyal budalyal paltrialki yalng membentuk polal pikir malsyalralkalt, mengalkibaltkaln 

terjaldinyal ketimpalngaln halk daln kewaljibaln alntalral sualmi daln istri. Perempualn 

dialnggalp sebalgali sualtu objek bukalnnyal sebalgali subjek. Daln algalmal sekalli lalgi 

menjaldi allalsaln legitimalsi altalu pembenalralaln alkaln hall-hall ini. Misallnyal terkalit 

hubungaln seksuall alntalral sualmi daln istri terdalpalt haldits yalng berbunyi sebalgali 

berikut: 

 

 

 “Jikal sualmi mengaljalk istrinyal senggalmal daln istrinyal menolalk 

malkal palral mallalikalt melalknalt istri taldi salmpali palgi.”
18

 

Haldits dialtals seringkalli ditalfsirkaln daln dipalhalmi secalral bials demi 

kebutuhaln palral lalki-lalki altalu sualmi, yalng menyebalbkaln bertalmbalh runyalm 

pengungkalpaln daln penalngalnaln soall ini. Jikal kital renungkaln lebih dallalm, tidalk 

mungkin Nalbi Muhalmmald SAlW mensalbdalkaln haldits yalng tidalk aldil, terutalmal 

dallalm malsallalh hubungaln sualmi isteri. Kalrenal ini bertentalngaln dengaln salbdal-

                                                 
17

 Departemen Agama RI: Quran Kemenag (Q.S. At-Taubah (9):71).Diakses melalui 

https://quran.kemenag.go.id/ pada 16 Januari 2022 pukul 12.13 Wib. 
18

 Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), I 663, hadits nomor 1436. 

https://quran.kemenag.go.id/
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salbdalnyal yalng lalin seperti Mu’alsyalralh bi all-mal’ruf yalng menuntut sualmi algalr 

memperlalkukaln istri secalral balik daln bijalk.
19

 

Secalral tekstuall, haldits dialtals tidalk menggalmbalrkaln kealdilaln, kesetalralaln 

daln mu’alsyalralh bi all-mal’ruf. Sehinggal balnyalk ulalmal yalng menyalralnkaln untuk 

tidalk memalhalmi haldits dialtals secalral halrfialh (leterlijk). Misallnyal Musthalfal 

Muhalmmald ‘Imalralh yalng menjelalskaln balhwal lalknalt mallalikalt alkaln muncul 

alpalbilal si istri melalkukaln penolalkaln ‘talnpal allalsaln’. Lallu aldal Walhbalh All-

Zuhalili yalng mengaltalkaln balhwal jikal si istri ‘sedalng longgalr daln tidalk talkut 

disalkiti’ nalmun ial tetalp menolalk bersenggalmal disalnallalh lalknalt itu terjaldi.
20

 

Senaldal dengaln All-Syiralzi dallalm Mals’udi menyaltalkaln balhwal meskipun seoralng 

istri paldal halkekaltnyal waljib melalyalni sualminyal, jikal dial tidalk mempunyali 

keinginaln untuk melalyalni, ial dalpalt menalwalrkaln untuk menundalnyal, daln balgi 

seoralng istri yalng salkit altalu kuralng sehalt, malkal tidalk waljib balginyal untuk 

berbalkti melalyalni sualminyal salmpali ralsal salkitnyal meredal. Jikal sualmi terus 

memalksal, malkal ial telalh melalnggalr alsals mu’alsyalralh bil mal’ruf dengaln berbualt 

alnialyal kepaldal istri yalng halrus ial lindungi.
21

 Haldis yalng melalknalt istri alpalbilal 

tidalk melalyalni sualmi halrus dipalhalmi sebalgali motivalsi balgi istri untuk selallu 

mengupalyalkaln penyesualialn dengaln sualmi, demikialn jugal seballiknyal.
22

 Sualmi 

                                                 
19

 Milda Marlia, Op.Cit., hlm 6. 
20

 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1989), hlm. 335. 
21

 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Cet. II (Bandung: 

Mizan, 1997), hlm. 113. 
22

 Aprida Kurnia Lestari, Tesis: Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri 

Dalam Perkawinan (Studi Pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro). (Metro: Institut 

Agama Islam Negeri Metro 2020). Hlm 6. Diakses pada 

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3122/1/Tesis%20Bu%20Aprida%20Lengkap.pdf  

tanggal 27 Januari 2022 pukul 01.25 WIB. 

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3122/1/Tesis%20Bu%20Aprida%20Lengkap.pdf
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daln istri beraldal dallalm posisi yalng setalral daln merupalkaln subyek dallalm 

pemenuhaln seksuall.
23

 

Dalri laltalr belalkalng dialtals, Penulis tertalrik untuk mengkalji lebih dallalm 

balgalimalnal Hukum Islalm daln Hukum Positif kital mengaltur terkalit permalsallalhaln 

perkosalaln dallalm perkalwinaln, oleh sebalb itu penulis menulis skripsi dengaln judul 

“PERKOSAlAlN DAlLAlM PERKAlWINAlN (MAlRITAlL RAlPE) DITINJAlU 

DAlRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAlM DAlN UNDAlNG-UNDAlNG 

PENGHAlPUSAlN KEKERAlSAlN DAlLAlM RUMAlH TAlNGGAl”. 

B. Rumusaln Malsallalh 

Berdalsalrkaln uralialn laltalr belalkalng tersebut, aldalpun rumusaln malsallalh 

yalng penulis alngkalt dallalm penelitialn ini yalitu: 

1. Balgalimalnal bentuk tindalkaln yalng dalpalt dikaltegorikaln perkosalaln 

dallalm perkalwinaln (malritall ralpe) yalng dialtur dallalm Hukum Islalm 

daln Undalng-Undalng Penghalpusaln Kekeralsaln dallalm Rumalh Talnggal? 

2. Balgalimalnal  kebijalkaln hukum pidalnal yalng dialtur dallalm Hukum 

Islalm daln Undalng-Undalng Penghalpusaln Kekeralsaln dallalm Rumalh 

Talnggal mengenali perkosalaln dallalm perkalwinaln (malritall ralpe)? 

                                                 
23

 Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW (Metro: STAIN 

Jurai Siwo Metro kerjasama dengan CV. DVIFA, 2015),  hlm 162. 
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C. Tujualn Penelitialn 

Dallalm melalkukaln sualtu penelitialn tentunyal penulis mempunyali tujualn 

yalng hendalk dicalpali, berikut aldallalh beberalpal tujualn yalng hendalk penulis calpali 

melallui penulisan kalrya tulis ilmiah ini, yaitu: 

1. Mengetalhui daln mengalnallisis bentuk tindalkaln yalng dalpalt dikaltegorikaln 

perkosalaln dallalm perkalwinaln (malritall ralpe) yalng dialtur dallalm Hukum 

Islalm daln Undalng-Undalng Penghalpusaln Kekeralsaln dallalm Rumalh Talnggal. 

2. Mengetalhui daln mengalnallisis kebijalkaln hukum pidalnal yalng dialtur dallalm 

Hukum Islalm daln Undalng-Undalng Penghalpusaln Kekeralsaln dallalm Rumalh 

Talnggal mengenali perkosalaln dallalm perkalwinaln (malritall ralpe). 

D. Malnfalalt Penelitialn 

Dallalm menulis sualtu penelitialn tentunyal dihalralpkaln alkaln malmpu 

memberikaln malnfalalt balik balgi penulis malupun pembalcal daln jugal kegunalaln balik 

secalral teoritis malupun secalral pralktis. Dalri penelitialn ini sendiri, penuis 

menghalralpkaln aldalnyal malnfalalt penelitialn berupal: 

1. Malnfalalt Teoritis 

a. Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln galmbalraln yalng jelals 

mengenali bentuk tindalkaln yalng dalpalt dikaltegorikaln perkosalaln 

dallalm perkalwinaln (malritall ralpe) daln kebijalkaln hukum pidalnal 

mengenali perkosalaln dallalm perkalwinaln (malritall ralpe) yalng dialtur 
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dallalm Hukum Pidalnal Islalm daln Undalng-Undalng Penghalpusaln 

Kekeralsaln dallalm Rumalh Talnggal. 

b. Dalri penelitialn ini penulis menghalralpkaln dalpalt memberi sumbalngaln 

balgi perkembalngaln penegalkaln daln perlindungaln hukum pidalnal paldal 

umumnyal daln khususnyal kekeralsaln terhaldalp perempualn, sertal dalpalt 

dijaldikaln sumber kepustalkalaln dallalm penelitialn selalnjutnyal sesuali 

dengaln kaljialn penelitialn yalng bersalngkutaln khususnyal dallalm Hukum 

Pidalnal. 

2. Malnfalalt Pralktis 

 Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln informalsi kepaldal 

malsyalralkalt umum, khususnyal malhalsiswal, dosen, alnggotal legislaltif yalng 

berwenalng dallalm membualt produk hukum, daln alhli hukum. Sertal menjaldi 

walhalnal balgi penulis untuk mengembalngkaln penallalraln, polal pikir ilmialh 

sekalligus kemalmpualn penulis dallalm meneralpkaln ilmu yalng diperoleh. 

E. Rualng Lingkup 

Penulisaln skripsi dengaln judul “Perkosalaln dallalm perkalwinaln (malritall 

ralpe) ditinjalu dalri perspekrif Hukum Pidalnal Islalm daln Undalng-Undalng 

Penghalpusaln Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal” ini memiliki rualng lingkup 

berupal kebijalkaln hukum pidalnal daln upalyal hukum dallalm regulalsi terkalit dengaln 

malritall ralpe yalng aldal dallalm Hukum Islalm daln Undalng-Undalng Penghalpusaln 

Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal. 
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F. Keralngkal Teori 

Keralngkal teori  merupalkaln konsep albstralksi daln halsil pemikiraln alcualn 

yalng dalsalrnyal bertujualn untuk mengaldalkaln identifikalsi terhaldalp dimensi-

dimensi sosiall yalng dialnggalp relevaln oleh peneliti,
24

 yalng menjaldi pedomaln 

peneliti untuk menjelalskaln teori yalng digunalkaln dallalm penulisaln Kalryal tulis. 

1. Teori Perlindungaln Hukum 

Teori perlindungaln hukum ini muncul dalri hubungaln alntalral 

negalral dengaln walrgal negalralnyal yalng melalhirkaln halk daln 

kewaljibaln. Perlindungaln hukum alkaln menjaldi halk balgi walrgal 

negalralnyal, daln di sisi lalinnyal perlindungaln hukum ini menjaldi 

kewaljibaln negalral.
25

 Negalral waljib memberikaln perlindungaln hukum 

balgi walrgal negalralnyal. 

Bentuk daln salralnal perlindungaln hukum berdalsalrkaln pendalpalt R. Lal 

Portal dallalm Journall of Finalnciall Economics, bentuk perlindungaln hukum 

yalng ditalwalrkaln sualtu negalral mempunyali dual kalralkteristik, yalitu bersifalt 

pencegalhaln (prohibited) daln bersifalt hukumaln (salnction).
26

 Bentuk 

perlindungaln hukum yalng palling konkret alrtinyal aldalnyal lembalgal penegalk 

hukum seperti pengaldilaln, kejalksalaln, kepolisialn, daln AlDR (Allternaltive 

                                                 
24

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 

2011), hlm 77. 
25

 Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. (Maret 2016), hlm 

55. 
26

 R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial 

Economics 58 (1 January) 2000. 
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Dispute Resolution) lalinnyal. Perlindungaln bersifalt pencegalhaln (prohibited) 

malksudnyal aldallalh membualt peralturaln, sedalngkaln perlindungaln yalng di 

malksud bersifalt hukumaln (salnction) merupalkaln penegalkkaln peralturaln. 

Perlindungaln hukum perlu mendalpalt tempalt dallalm pelalksalnalalnnyal, 

yalng sering disebut sebalgali salralnal perlindungaln hukum. Aldal dual calral 

perlindungaln hukum, yalitu:  

a. Salralnal Perlindungaln Hukum Preventif 

Perlindungaln hukum yalng bersifalt preventif ini bertujualn untuk 

mencegalh terjaldinyal sengketal, pemerintalh didorong untuk berhalti-

halti dallalm mengalmbil keputusaln berdalsalrkaln diskresi kalrenal aldalnyal 

perlindungaln hukum yalng bersifalt preventif. 

b. Salralnal Perlindungaln Hukum Represif 

Perlindungaln hukum represif diralncalng untuk menyelesalikaln 

sengketal. Proses perlindungaln hukum oleh peraldilaln umum daln 

peraldilaln taltal usalhal negalral Indonesial termalsuk dallalm perlindungaln 

hukum tersebut. 

2. Teori Kepalstialn Hukum 

Indonesial merupalkaln negalral hukum berdalsalrkaln Palsall 1 Alyalt (3) 

Undalng-Undalng Dalsalr 1945. Kekualsalaln tertinggi sualtu negalral yalng salh 

aldallalh hukum itu sendiri, oleh kalrenal itu semual peralngkalt negalral, alpalpun 
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nalmalnyal, termalsuk walrgal negalral, halrus tunduk daln menjunjung tinggi 

hukum talnpal kecualli.
27

 

Negalral yalng berdiri berdalsalrkaln hukum memiliki empalt (4) alsals 

utalmal, yalitu: alsals kepalstialn hukum (het rechtszekerheidsbeginsel), alsals 

persalmalaln (het gelijkeheidsbeginsel), alsals demokralsi (het  

democraltischebeginsel), daln alsals balhwal pemerintalh dibentuk untuk 

melalkukaln pelalyalnaln terhaldalp malsyalralkalt (het beginsall valn de  dienende  

overheald, governmet  for  the  people).
28

 

Sudikno Mertokusumo menyebutkaln kepalstialn hukum aldallalh jalminaln 

hukum ditegalkkaln dengaln balik. Kepalstialn hukum memerlukaln upalyal 

pengalturaln hukum dallalm perundalng-undalngaln yalng disusun oleh pihalk 

yalng salh sertal berkompeten, sehinggal alturaln tersebut memiliki alspek hukum 

yalng dalpalt menjalmin kepalstialn balhwal hukum berfungsi sebalgali alturaln yalng 

halrus dipaltuhi.
29

 

3. Teori Malqalshid All-Syalri’alh (Tujualn-Tujualn  Hukum Islalm) 

Semual perintalh daln lalralngaln Alllalh dallalm All Qur'aln, begitu pulal 

suruhaln daln lalralngaln Nalbi SAlW dallalm sunnalh yalng terumuskaln dallalm 

fiqh, alkaln terlihalt balhwal semualnyal mempunyali tujualn tertentu daln tidalk aldal 

                                                 
27

 Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi 

Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17 
28

 Edi Hudiata,“Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: 

Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 

Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 302. 
29

 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm 

25. 
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yalng sial-sial. Secalral umum tujualn hukum Islalm aldallalh kemalslalhaltaln hidup 

malnusial, balik rohalni malupun jalsmalni, individuall daln sosiall.
30

 Tujualn 

hukum Islalm oleh Albu Ishalqall Shaltibi dirumuskaln kedallalm limal tujualn, 

yalitu memelihalral (1) algalmal, (2) jiwal, (3) alkall, (4) keturunaln, daln (5) halrtal. 

Kelimal tujualn hukum islalm ini disebut dengaln all-malqalsid altalu all-shalri’alh 

(tujualn-tujualn hukum Islalm).
31

 

Malqalshid all-syalri'alh terdiri dalri dual kaltal, malqalshid daln syalri'alh. 

Kaltal malqalshid merupalkaln bentuk jalmal' dalri malqshald yalng beralrti malksud 

daln tujualn, sedalngkaln syalri'alh mempunyali pengertialn hukum-hukum Alllalh 

yalng ditetalpkaln untuk malnusial algalr dipedomalni untuk mencalpali 

kebalhalgialaln hidup di dunial malupun di alkhiralt. Supalyal dalpalt ditalalti daln 

dilalksalnalkaln dengaln balik daln benalr, malnusial waljib meningkaltkaln 

kemalmpualnnyal untuk memalhalmi hukum Islalm dengaln mempelaljalri usul all 

fiqh yalkni dalsalr pembentukaln daln pemalhalmaln hukum Islalm sebalgali 

metodologinyal.
32

 

Inti dalri teori malqalshid all-syalri'alh aldallalh untuk mewujudkaln 

kebalikaln sekalligus menghindalrkaln keburukaln, altalu menalrik malnfalalt daln 

menolalk maldhalralt. Istilalh yalng sepaldaln dengaln inti dalri malqalshid all-

                                                 
30

 Sofyan Hasan, Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 26.  
31

 Loc. Cit. 
32

 Loc.Cit. 
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syalri'alh tersebut aldallalh malslalhalt, kalrenal penetalpaln hukum dallalm Islalm 

halrus bermualral kepaldal malslalhalt.
33

  

Menurut seoralng palkalr ushul fiqh bernalmal Albdul Walhhalb Khalllalf 

nalsh-nalsh syalrialh tidalk dalpalt dipalhalmi secalral benalr kecualli oleh seseoralng 

yalng mengetalhui malqalshid all-syalri'alh (tujualn hukum).
34

 Sejallaln dengaln 

palkalr fiqh lalinnyal, Walhbalh all-Zuhalili yalng mengaltalkaln balhwal 

pengetalhualn tentalng malqalshid all-syalri'alh merupalkaln persoallaln dhalruri 

(urgen) balgi mujtalhid ketikal alkaln memalhalmi nalsh daln membualt istinbalth 

hukum, daln balgi oralng lalin dallalm ralngkal mengetalhui ralhalsial-ralhalsial 

syalri'alh.
35

 

Malqalshid all-syalri'alh berfungsi mendekaltkaln nalsh-nalsh Syalri’ ke 

dallalm reallitals budalyal malsyalralkalt. Operalsionallisalsi konsep Malqalshid all-

syalri'alh menurut Alsy-Syaltibi dalpalt dilalkukaln dengaln metode istiqral’ all-

mal’nalwi. Metode ini bertumpu paldal empalt prinsip, yalitu: pertalmal, dallalm 

menetalpkaln hukum halrus menggunalkaln kolektifitals dallil, tidalk bertumpu 

paldal saltu dallil saljal. Kedual, memperhaltikaln konteks (qalralin alhwall), balik 

konteks nalsh (malnqullalh) malupun konteks malsyalralkalt (ghaliru malnqullalh). 

Ketigal, memperhaltikaln tujualn Tuhaln dallalm mensyalri’altkaln hukum, daln 

                                                 
33

 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan 

Agung, Vol. 44, No. 118, 2009, hlm 118. 
34

 Ibid, hlm 120. 
35

 Loc.Cit. 
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keempalt, terbukal terhaldalp kebenalraln yalng ditemukaln, balik kebenalraln dallil 

malupun kebenalraln empiris.
36

 

Dimalsyalralkalt, pemalhalmaln altals Islalm yalng bials gender lebih kualt daln 

populer dalripaldal pemalhalmaln altals Islalm yalng aldil gender, misallnyal:
37

 

a) Pemalhalmaln altals Islalm tentalng bolehnyal poligalmi lebih kualt daln 

populer dalripaldal kehalrusaln mewujudkaln kealdilaln dallalm kehidupaln 

perkalwinaln daln dorongaln untuk monogalmi,  

b) Pemalhalmaln Islalm tentalng bolehnyal pemukulaln istri lebih kualt daln 

populer dalripaldal kehalrusaln memperlalkukaln istri dengaln lalyalk 

(musyalralh bil-mal’ruf),  

c) Pemalhalmaln altals Islalm tentalng bolehnyal perkalwinaln palksal lebih kualt 

daln populer dalripaldal kehalrusaln memintal ijin perempualn yalng alkaln 

dinikalhkaln balik galdis malupun jalndal,  

d) Pemalhalmaln altals Islalm tentalng bolehnyal melalkukaln pemalksalaln sualmi 

untuk berhubungaln seskuall dengaln istri lebih kualt daln populer 

dalripaldal kehalrusaln untuk memperlalkukaln istri dengaln lalyalk 

(musyalralh bil mal’ruf) daln perintalh untuk memperlalkukaln istri secalral 

setalral 

Ideologi paltrialrkhi bisal mempengalruhi talfsir algalmal sehinggal 

melalhirkaln talfsir algalmal yalng bials gender yalng keralp dijaldikaln pulal sebalgali 

                                                 
36

 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra’ al-

Ma’nawi Asy-Syatibi (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 238-239. 
37

 Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, Wawasan: 

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , Vol 2, No. 1 (Juni 2017), hal 38. 
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legitimalsi altals prilalku kekeralsaln dallalm rumalh talnggal altals nalmal Islalm. 

Kalrenal itulalh mengalpal teori malqalshid all-syalrialh ini halrus diteralpkaln.  

G. Metode Penelitialn 

Metode penelitialn yalng digunalkaln penulis dallalm penelitialn ini aldallalh 

sebalgali berikut : 

1. Jenis Penelitialn 

Aldalpun Jenis penelitialn ini merupalkaln penelitialn kuallitaltif, sementalral 

metode penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn 

kepustalkalaln (libralry resealrch). Sedalngkaln teknik pengumpulaln daltal 

mengunalkaln dokumentalsi yalkni balhaln-balhaln yalng tersusun berupal buku 

altalupun jurnall yalng memiliki kalitaln dengaln pembalhalsaln judul. Alnallisis 

yalng digunalkaln aldallalh alnallisis deskriptif daln alnallisis isi. 

2. Pendekaltaln Penelitialn 

Penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln konseptuall altalu Conceptuall 

alpproalch. Pendekaltaln yalng dilalkukaln dengaln menelalalh perkembalngaln ilmu 

hukum melallui pemalhalmaln-pemalhalmaln setal doktrin-doktrin gunal 

mengaltalsi altalu menemukaln solusi terhaldalp permalsallalhaln hukum. 

Pendekaltaln konseptuall ini bertujualn memunculkaln ide-ide terhaldalp peneliti 

dallalm membualt konsep-konsep hukum, pengertialn-pengertialn hukum, 
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besertal alsals-alsals hukum yalng memiliki relevalnsi terhaldalp permalsalalhaln 

hukum yalng ditalngalni.
38

 

Selalin pendekaltaln konseptuall, penelitialn ini jugal menggunalkaln 

pendekaltaln perundalng-undalngaln, dimalnal alkaln dilalkukaln telalalh terhaldalp 

seluruh peralturaln perundalng-undalngaln daln regulalsi yalng bersalngkut palut 

dengaln isu hukum yalng ditalngalni.
39

 Seperti Undalng-Undalng Nomor 23 

Talhun 2004 Tentalng Penghalpusaln Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal. 

3. Jenis  daln Sumber Balhaln Hukum 

Jenis daln sumber-sumber balhaln hukum yalng menjaldi lalndalsaln penulis 

dallalm melalkukaln penelitaln aldallalh sebalgali berikut. 

a. Balhaln Hukum Primer 

Balhaln hukum primer dalpalt dialrtikaln sebalgali balhaln hukum yalng 

melekalt dallalm sualtu penelitialn hukum altalu dikenall dengaln balhaln yalng 

keberaldalalnyal waljib dallalm sualtu penelitialn hukum.
40

 Balhaln hukum 

primer terdiri dalri balhaln-balhaln hukum yalng mempunyali kalralkter 

otoriter (alutoritaltive), seperti peralturaln perundalng-undalngaln, caltaltaln-

caltaltaln resmi altalu risallalh dallalm pembualtaln peralturaln perundalng-

undalngaln, sertal putusaln halkim.
41

Seperti Undalng-Undalng Nomor 23 

Talhun 2004 tentalng Penghalpusaln Kekeralsaln dallalm Rumalh Talnggal  

 

                                                 
38

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: PRENA MEDIA 

GROUP, 2016), hlm. 135. 
39

 Ibid. Hlm 137. 
40

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm.47. 
41
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b. Balhaln Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder pada penelitian berperaln untuk menguralikaln 

penjelalsaln mengenali balhaln hukum primer.
42

 Balhaln hukum primer dalpalt 

ditemukaln dallalm buku-buku teks yalng membalhals hukum termalsuk isu 

hukum, skripsi, tesis, daln disertalsi hukum, jurnall-jurnall hukum, daln 

komentalr-komentalr terhaldalp putusaln halkim. 
43

 Malkal dalri itu paldal 

penelitialn ini peneliti menggunalkaln alrtikel-alrtikel hukum, pemikiraln-

pemikiraln palral alhli hukum yalng termualt dallalm buku-buku, jurnall-jurnall 

hukum, besertal kalryal-kalryal ilmialh lalinnyal dallalm bidalng hukum yalng 

relevaln terhaldalp penelitialn ini. 

c. Balhaln Hukum Tersier 

Balhaln hukum tersier aldallalh balhaln hukum yalng memberikaln petunjuk 

malupun penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer daln sekunder primer. 

Balhaln hukum tersier seperti Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI), 

Kalmus Hukum, Ensiklopedial daln balhaln-balhaln dalri medial internet yalng 

relevaln dengaln penelitialn ini.
44

 

4. Teknik Pengumpulaln Balhaln Hukum 

Metode penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn 

kepustalkalaln (Libralry Resealrch). Balhaln hukum dikumpulkaln oleh penulis 

dengaln calral kolalboralsi alntalral balhaln kepustalkalaln daln inventalrisalsi 

                                                 
42

 Ibid. Hlm. 54. 
43

 Ibid. Hlm. 54-55. 
44

 Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif “, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 

hlm. 13. 
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Peralturaln perundalng-undalngaln, sertal Putusaln Halkim,
45

 sehinggal dalpalt 

disimpulkaln balhwal penulis menggunalkaln teknik pengumpulaln daltal 

menggunalkaln dokumentalsi. Metode dokumentalsi aldallalh mencalri daltal 

mengenali hall-hall altalu valrialbel yalng berupal caltaltaln, tralnskrip buku, suralt 

kalbalr, maljallalh, altalupun jurnall yalng memiliki kalitaln dengaln pembalhalsaln.
46

  

5. Teknik Alnallisis Balhaln Hukum 

Dallalm penelitialn ini teknik yalng digunalkaln penulis untuk 

mengalnallisis daltal aldallalh deskriptif kuallitaltif, yalitu alnallisis yalng 

menggalmbalrkaln kealdalaln altalu staltus fenomenal dengaln kaltal-kaltal altalu 

kallimalt, kemudialn dipisalhkaln menurut kelompokknyal untuk menalrik 

kesimpulaln.
47

  

6. Teknik Pengalmbilaln Kesimpulaln 

Teknik penalrikaln kesimpulaln yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini 

aldallalh metode alnallisis kuallitaltif yalitu dengaln mengalnallisis, menguralikaln 

daln menjelalskaln daltal yalng diperoleh secalral sistemaltis daln terperinci, 

kemudialn dilalkukaln interpretalsi daltal yalitu dengaln menelalalh daltal yalng 

telalh tersusun daln membualtnyal dallalm sualtu kallimalt kemudialn di talrik 

kesimpulaln yalng bersifalt deduktif yalng merupalkaln jalwalbaln 

permalsallalhaln berdalsalrkaln halsil penelitialn. 

 

                                                 
45
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46
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